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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih menyeluruh tentang
pemungutan pajak rokok dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Jawa Barat serta kesesuaian pemungutan pajak rokok dengan asas penyelenggaraan
kepentingan umum dan asas keadilan.

Penyusunan penulisan hukum ini menggunakan metode normatif, sehingga
penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder,
dan studi lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis dengan metode kualitatif untuk menggambarkan permasalahan penelitian
secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Rokok
menjadi salah satu pajak yang berperan dalam meningkatkan PAD, dilihat dari realisasi
penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2016 mengalami
kenaikan yang signifikan di atas target yang ditetapkan. Namun, kebijakan pemungutan
Pajak Rokok di Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan asas penyelenggaraan
kepentingan umum karena pemungutan Pajak Rokok Provinsi Jawa Barat tidak
dilakukan dengan cara yang aspiratif dimana tidak ada kebijakan public hearing
contohnya dalam legislasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014.
Pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan asas keadilan karena
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 mengakomodasi saluran
hukum untuk mencapai keadilan tersebut yakni saluran hukum doleansi dan surat
pengajuan banding.
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ABSTRACT

This research aims to find out more thoroughly about cigarette tax collection in
increasing Local Own-Source Revenue (PAD) of West Java and the suitability of
cigarette tax collection with the principle of public interest implementation and the
equality principle.

The preparation of this law writing uses the normative method, so this research
is carried out by means of literature study to obtain secondary data, and field studies to
obtain primary data. The data obtained are then analyzed with qualitative methods to
describe the research problems descriptively.

Based on the results of the research, it can be concluded that Cigarette Tax is
one of the taxes that play a role in increasing PAD, as seen from the realization of
Cigarette Tax Revenue in West Java in 2014-2016 experienced a significant increase
above the target. However, the policy of tax collection in West Java has not been in
accordance with the principle of public interest implementation because Tax Collection
of West Java is not done in aspirational way where there is no public hearing policy
such as in the legislation of West Java Governor Regulation No. 7 of 2014. Cigarette
Tax collection in West Java is in accordance with the equality principle because the
West Java Regulation Number 13 of 2011 accommodates legal channels to achieve
equality, namely legal channels for objection and letters of appeal.
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